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1.

WALI KOTA CIREBON,

Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan serta menetapkan  Maklumat
Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi
lingkungan;

Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 23 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Dan
Penerapan Standar Pelayanan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan keadaan;

bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf
b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
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Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor
9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah  Kota
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Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Cirebon.

7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai  kewajiban dan  janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau

dan terukur.

BAB II
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 2
(1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wayjib
menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan
Publik untuk setiap jenis pelayanan.
(2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara

Pelayanan Publik.



Pasal 3

Pedoman Standar Pelayanan sebagaimana terlampir
digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan
dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar

Pelayanan.

Pasal 4

Pedoman Standar Pelayanan tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Daerah
Tahun 2013 Nomor 23) tentang Pedoman Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Juni 2022

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
AGUS MULYADI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

_ KEPALA BAGIAN HUKUM,

o
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